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Subsidi pertanian di Indonesia meningkat tajam sejak tahun 2008, di mana nilai total
subsidi 4 kali dari tahun 2001. Subsidi pupuk pada tahun 2008 mencapai Rp15 triliun (28
persen total subsisidi pertanian), naik menjadi Rp27,3 triliun pada tahun 2019. Subsidi
pupuk tidak langsung banyak mendapatkan perhatian karena rawan penyimpangan dan
manipulasi perhitungan besaran subsidi, tidak tepat sasaran, dan tidak mampu
mengatasi dualitas harga yang memicu tindakan spekulatif. Pada tahun 2015, Presiden
Jokowi sudah memberikan arahan perlunya perbaikan secara bertahap sistem
pengadaan dan penyaluran pupuk agar sampai ke petani.

Poin penting yang menjadi catatan adalah (1) subsidi pupuk tetap diperlukan karena
daya saing pertanian Indonesia, terutama tanaman pangan masih sangat ditentukan oleh
harga pupuk yang murah. Tetapi besaran subsidi harus ditinjau sesuai dengan validitas
data di lapangan, (2) perlu dukungan untuk perusahaan BUMN yang memproduksi pupuk
nonsubsidi, yang spesifik komiditas, misalnya PT. Pupuk Kaltim untuk kakao dan PT.
Pupuk Kujang Cikampek untuk hortikultura, (3) sasaran subsisi pupuk harus jelas,
apakah untuk mensubsidi petani miskin atau untuk meningkatkan produktivitas. Hal itu
karena keduanya akan berimplikasi pada siapa penerima subsidi yang tepat, (4) besaran
penyaluran subsidi pupuk Urea perlu dipetimbangkan karena penggunaan oleh petani
sudah melewati batas rekomendasi teknis. Perlu pengujian tanah sebelum tanam, dan (5)
upaya digitalisasi pertanian dapat membantu efisiensi pemakaian pupuk.
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